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ABSTRAK 

Riska Okta Dela, (2025):    Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktik  

Sewa Menyewa Lapak  dengan Sistem Pembayaran 

Perhari di Kelurahan Tangkerang Timur 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya biaya tambahan di luar akad 

dalam sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di lapak kelurahan 

Tangkerang Timur antara pemilik lapak dengan penyewa lapak. rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

pedagang untuk menyewa lapak, Bagaimana Praktik akad sewa menyewa lapak 

dengan sistem pembayaran perhari di lapak  Kelurahan Tangkerang Timur, 

Apakah praktik akad sewa menyewa di lapak dengan sistem pembayaran perhari 

sesuai dengan Tinjauan Fiqh Muamlah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang untuk 

menyewa lapak, menggambarkan praktik sewa menyewa lapak dengan sistem 

pembayaran perhari di Kelurahan Tangkerang Timur, dan menganalisis 

kesesuaian praktik akad sewa menyewa dengan tinjauan Fiqh Muamalah. 

jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah 

penelitian kualitatif yang berupa studi lapangan (fields research), yang 

dilaksanakan di lapak kelurahan Tangkerang timur dengan jumlah informan 

penelitian 5 orang terdiri dari 1 pemilik lapak dan 4 penyewa lapak. sumber data 

dari penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. adapun metode 

pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka 

.Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.  

 Dari hasil penelitian pelaksanaan akad sewa menyewa di lapak kelurahan 

Tangkerang timur sudah melaksanakan akad secara lisan, namun saat proses 

pembayaran sewa menyewa adanya uang tambahan pada biaya perhari diluar 

kesepakatan akad yang membuat penyewa lapak merasa tidak adil sehingga 

merasa tertipu. dalam tinjauan fiqh muamalah akad tersebut tidak sah karena 

rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan ada pihak yang merasa timbulnya 

spekulasi ketidakpastian. Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa 

menyewa lapak di keluarahan tangkerang timur, penulis menyarankan kepada 

semua pihak agar tetap memperhatikan aturan serta prinsip dalam bermuamlah 

terutama akad sewa menyewa. Agar tidak melanggar ketentuan hukum serta 

melaksanakan kewajiban dan memenuhi akad yang telah disepakati antara kedua 

belah pihak. 

 

Kata kunci: Akad, Sewa menyewa, Lapak, Fiqh muamalah 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ii 

KATA PENGANTAR  

 
Alhamdulillahi Robbil‟aalamiin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa  

ta‟ala yang tidak berhenti memberikan nikmat dan limpahan rahmat kepada  

hamba-hamba-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan  

kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam, keluarga, sahabat  

dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafa‟at beliau dapat kita  

rasakan di yaumil akhir nanti, Aamiin yaa Rabbal Aalamiin. Alhamdulillah atas  

segala pertolongan-Nya  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul:“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  

SEWA MENYEWA LAPAK  DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PERHARI  

DI KELURAHAN TANGKERANG TIMUR” merupakan hasil karya ilmiah yang 

ditulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 

jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari‟ah dan  

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis menyadari bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini masih  jauh dari 

kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai  aspek. Akhirnya 

skripsi ini berhasil disusun oleh penulis dan tentunya tidak lepas  dari do‟a, dukungan dan 

bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung  dari berbagai pihak, oleh karena itu 

melalui karya ilmiyah ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada: 

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda dan ibunda terkasih yang senantiasa 

memberikan dukungan secara materil untuk menempuh jenjang pendidikan ini 



 

 

 iii 

kepada penulis. Beliau telah berjuang keras hingga penulis ingin berterima 

kasih kepada beliau sehingga penulis mampu menyeleseikan pendidiakn ini.  

2. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, beserta Ibu Prof. 

Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas‟ud 

Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., 

Ph.D., selaku Wakil Rektor III. 

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak 

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H 

Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku 

Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.  

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Seketaris Program 

Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. 

5. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.A Dan Bapak Zulfahmi Nur, 

M.Ag Yang Senantiasa Membimbing dan Memberi Arahan Serta meluangkan 

waktunya untuk menyeleseikan Skripsi Ini 

6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, sebagai penasehat akademik (PA) yang telah 

membimbing, memotivasi serta mendukung penulis untuk menjalani masa 

perkulihan ini. 

7. Bapak/Ibu dosen serta Asistennya serta segenap Civitas Akademis Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan 

pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan. Penulis mengucapkan 

terimakasih karena telah membantu dalam pengurusan administrasi selama 

perkuliahan ini. 



 

 

 iv 

8. Kepala pegawai perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan 

pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan sebagai referensi.  

9. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa lapak 

jalan bukit barisan kelurahan tangkerang timur yang telah memberikan izin, 

meluangkan waktu serta memberikan informasi kepada peneliti demi 

penelitian ini hingga selesai. 

10. Kepada sahabat-sahabat terbaik, Syafrida Indah Sari, Fella Attaqy, Ira 

Lesmayanti, Eva Lestari, Rubiatul Nasuha, Luna Yunia Zahra, dan Chyntia 

Dewi Dongdoran yang pernah membersamai suka duka selama masa 

perkuliahan dan selalu setia menemani perjuangan serta saling menguatkan 

untuk selalu mengingatkan satu sama lain agar tetap menjadi kepribadian yang 

baik. Terimaksih telah setia dan menerima keluh kesah ku tiap harinya. 

11. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah D 2021 atas 

kebersamaan dalam menuntut ilmu selama 4 tahun. 

Pada akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga 

dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

Pekanabru, 8 Januari 2025 

 

Penulis  

 



 

 

 v 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK .................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  ii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  v 

DAFTAR TABEL .....................................................................................  vii 

BAB I  PENDAHULUAN .....................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................  1 

B. Batasan Masalah ...................................................................  5 

C. Rumusan Masalah.................................................................  5 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................  6 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA .................................................................  8 

A. Kerangka Teori .....................................................................  8 

B. Penelitian Terdahulu .............................................................  26 

BAB III  METODE PENELITIAN.........................................................  29 

A. Jenis Penelitian .....................................................................  29 

B. Pendekatan Penelitian ...........................................................  29 

C. Lokasi Penelitian ..................................................................  30 

D. Subjek dan Objek Penelitian.................................................  30 

E. Informan Penelitian ..............................................................  30 

F. Sumber Data Penelitian ........................................................  31 

G. Teknik Pengumpulan Data ...................................................  32 

H. Metode Analisa Data ............................................................  33 

BAB IV   PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .......................  34 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....................................  34 

B. Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Minat Pedagang Untuk 

Menyewa Lapak ...................................................................  37 

C. Praktik Akad Sewa Menyewa Lapak Dengan Sistem 

Pembayaran Perhari di Lapak di Kelurahan Tangkerang 

Timur ....................................................................................  41  

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Sewa 

Menyewa di Lapak Dengan Sistem Pembayaran Perhari .....  46 



 

 

 vi 

BAB V  PENUTUP .................................................................................  61 

A. Kesimpulan ...........................................................................  61 

B. Saran .....................................................................................  62 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  63 

LAMPIRAN 

 

 

  



 

 

 vii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel IV.1  Nama Pemilik Lapak Dan Penyewa Lapak Di Jalan Bukit 

Barisan Kelurahan Tangkerang Timur Kota Pekanabaru ....  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era sekarang berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh 

manusia untuk menyambung hidup mereka, salah satunya adanya kepemilikan 

suatu objek material dan non material yang mana manusia harus memiliki 

wewenang untuk dapat memiliki objek tersebut maka islam mengahadirkan 

aturan dan petunjuk untuk melakukannya dengan adanya akad jual beli.salah 

satunya yaitu sewa menyewa (ijarah) berasal dari kata al-ajru yang berarti al-

iwad atau upah, sewa, jasa,atau imbalan. al-ijarah kegiatan muamalah untuk 

melanjutkan kebutuhan manusia.1 

Sewa menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh 

seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. 

Dalam ai-quran hukum ijarah dicantumkan pada surat at-thalaq ayat 6: 

                

 “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah 

kepada mereka upahnya”2 

Transaksi ijārah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak 

guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Melalui perjanjian pihak 

penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa, sedangkan pihak 

                                                           

1 Abu Azam Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2017) Ed.1, 

Cet1 h.80. 

2 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran Terjemahan An-Nisa, 

(Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), h.559. 
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yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa. Dan jangka waktu 

yang ditentukan dalam sewa-menyewa tersebut biasanya disebutkan di dalam 

akad (ijab dan qabul) yang terkandung di dalam rukun dan syarat sewa 

menyewa (ijārah). Sewa-menyewa yang bisa dilakukan oleh masyarakat 

bermacam-macam misalnya: sewa-menyewa rumah, mobil, sepeda motor, 

kios dan lain-lain. 

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini harus ada suatu akad atau 

perjanjian, yakni antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Akad 

ialah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang 

menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad ini 

diwujudkan pertama dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak 

syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan3
.  

Dalam pelaksanaan suatu akad atau perjanjian, para pihak harus 

melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi 

kewajibannya dalam perjanjian tersebut, karena jika salah satu pihak tidak 

memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam akad maka sewa-menyewa 

tersebut bisa berakhir.  

Oleh karena itu harus ada beberapa prinsip muamalah yang menjadi 

dasar dari akad sewa menyewa ini yaitu, Kesepakatan dan Transparansi: 

Semua biaya tambahan harus dijelaskan dan disepakati sejak awal akad. Tidak 

boleh ada unsur paksaan atau ketidakjelasan dalam perjanjian, Keadilan: 

Biaya tambahan yang dikenakan tidak boleh memberatkan salah satu pihak. 

                                                           

3 Abdulahanaa, Dasar-Dasar Perkembangan Fiqh Muamalah (Landasan Hukum 

Ekonomi Islam), (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022), Cet.Ke-1, h.75-76. 
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Prinsip keadilan mengharuskan bahwa kedua belah pihak merasa diuntungkan 

dan tidak ada yang merasa dirugikan, Tidak Mengandung Gharar 

(Ketidakpastian): Segala bentuk ketidakpastian dalam akad harus dihindari, 

termasuk dalam hal biaya tambahan. Biaya tambahan harus jelas dan dihitung 

dengan transparansi. 

Sewa-menyewa (ijārah) sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan 

perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan) yang itu mempunyai 

kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Jadi, apabila 

terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat, 

oleh salah satu pihak dalam akad tersebut maka sewa menyewa tersebut bisa 

berakhir dan bisa saja sampai ke ranah hukum.  

Akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun 

rukun akad dalam ijarah yaitu sebagai berikut: al- aqidāni (para pihak), 

maa‟qud „aqd (objek akad), maudhu‟ al-„aqd (tujuan dalam berakad) dan 

shighah „aqd (pernyataan kalimat akad). 

Di kalangan masyarakat banyak yang menyewa lapak untuk 

melanjutkan hidup mereka, dengan adanya sebuah kesepakatan antara pemilik 

lapak dan yang menyewa lapak. Lapak ialah suatu tempat untuk melakukan 

kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang dengan menyewa tempat dalam 

waktu yang disepakati antara pemilik lapak dan penyewa lapak4
. 

 

                                                           

4 Akbar Tonison, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang di 

Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang, (Skripsi: Uin Raden Fatah, 2017), h. 39. 
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Begitu pula dengan adanya system pembayaran yaitu mekanisme suatu 

kewajiban yang mengatur cara untuk melakukan pemindahan dana yang 

dilakukan oleh kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan adanya uang 

berpindah dari satu pihak ke pihak lain.hal ini lah yang menjadi kesepakatan 

saat melakukan transaksi akad ijarah antara kedua belah pihak. 

Salah satu praktek sewa menyewa yang menarik bagi peneliti yaitu 

sewa menyewa lapak di Kelurahan Tangkerang Timur tepatnya di Jl. Bukit 

Barisan. Dalam praktek sewa menyewa lapak ini menggunakan sistem 

pembayaran yang berbeda-beda ada yang pertahun, perbulan, dan perhari, 

objek dari sewa menyewa tersebut ialah lapak yang akan diambil manfaat dan 

kegunaannya. Adapun cara pelaksanaan sewa-menyewa yaitu seseorang yang 

ingin berjualan terlebih dahulu dapat datang langsung ke pemilik lapak dan 

menyepakati perjanjian-perjanjian, harga sewa satu tempat untuk berjualan. 

Apabila calonnya sudah setuju dengan kesepakatan tersebut maka bisa 

langsung pembayaran uang muka dan dikatakan juga oleh pemilik lapak harga 

sewa lapak. Berbeda dengan seseorang yang menyewa perhari tidak langsung 

membayar tetapi pemilik lapak nanti yang akan menagih uang sewa jika  

sudah mau mulai tutup. 

Dalam proses akad sewa menyewa ini dilakukan antara pemilik lapak 

dan penyewa lapak, penyewa membayar sejumlah uang panjar sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang telah di  

sepakati sesuai janji yaitu tentang biaya sewa menyewa. Sehingga fenomena 

yang ada di lapak jl. bukit barisan terkait dengan akad sewa menyewa.5  

                                                           

5 Mukhlis, Pemilik Lapak, Wawancara, Pekanbaru, 20 Oktober 2024  
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Lantas terjadi tambahan dalam proses pembiayaan angsuran perbulan, 

tetapi berbeda- beda dengan lapak lainnya. Adanya bentuk perjanjian yang 

dilakukan kedua belah pihak yaitu secara lisan sehingga dapat memicu 

terjadinya pengingkaran terhadap perjanjian.
6
 

Hal ini dari survei peneliti terindikasi terjadi pelanggaran perjanjian 

mengenai pembiayaan angsuran perbulan yang dapat merugikan pihak 

penyewa lapak dan menguntungkan pihak pemilik lapak dengan kesepakatan 

yang berbeda di awal perjanjian sehingga adanya spekualisasi melanggar fiqh 

muamalah. Oleh karena itu penulis ingin membahas untuk judul “Tinjauan 

Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak dengan Sistem 

Pembayaran Perhari di Kelurahan Tangkerang Timur” 

 

B. Batasan Masalah 

Di dalam pembahasan ini sangat luas topik yang akan dibahas maka 

dari itu peneliti akan membatasi pembahasannya agar peneliti tidak 

meyimpang dari topik yang ingin dibahas  yang berkaitan dengan sewa 

menyewa lapak dengan sistem pembayaran perhari di Kelurahan Tangkerang 

Timur di Jalan Bukit Barisan Rt 001/Rw 005, selain itu tidak dibahas. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan 

rumusan masalahnya yaitu: 

 

                                                           

6 Nanda, Penyewa Lapak, Wawancara, Pekanbaru, 20 Oktober 2024 
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1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang untuk menyewa 

lapak? 

2. Bagaimana praktik akad  sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran 

perhari di lapak Kelurahan Tangkerang Timur? 

3. Apakah praktik akad sewa menyewa lapak dengan sistem pembayaran 

perhari sesuai dengan tinjauan Fiqh Muamalah? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis dapat memilki tujuan dan 

manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang 

untuk menyewa lapak.. 

b. Menggambarkan praktik akad sewa menyewa lapak dengan sistem 

pembayaran perhari di Kelurahan Tangkerang Timur. 

c. Menganalisis kesesuian praktik akad sewa menyewa dengan fiqh 

muamalah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas akhir dan syarat untuk 

menyelesaikan Studi Program Stara 1 (S1) Pada Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 

b. Untuk mejadi acuan bagi masyarakat saat melakukan sewa menyewa 

sesuai dengan syariat islam serta tidak adanya pihak yang dirugikan. 
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c. Untuk menjadi wawasan bagi para penuntut ilmu khususnya 

mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber panduan dan 

rujukan
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Prinsip- Prinsip Dasar Fiqh Muamalah 

Ilmu yang yang terhubung dalam hukum syar‟i serta mengatur 

suatu hubungan manusia dengan yang lainnya dalam suatu harta benda 

disebut dengan fiqh muamalah. Hal ini terhubung dengan cakupan yang 

sangat luas melalui hubungan antara manusia baik muslim maupun non 

muslim. Oleh karena itu harus ada yang menjadi panduan dasaratau 

pedoman yang mengatur kegiatan muamalah secara umum maupun 

terperinci.
7
 

Maka dari itu fiqih muamalah memiliki prinsip-prinsip untuk 

menjadi landasan dalam aktifitas muamalah yang akan dijelaskan berikut 

ini:
8
 

a. Prinsip mubah 

Mubah me.rupakan prinsip yang te .rpe.nting dalam muamalah.
9
 

Hal ini me.nge.nai fiqh muamalah yang se .lalu me.mbe.ri arahan 

pe.rke.mbangan muamalah dalam ke .butuhan hidup masyarakat. Ole .h 

                                                           

7 Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Juala Beli (al-Bai‟) Perspektif Islam”, 

dalam Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 28, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 293-

294. 

8 Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan 

Perekonomian” dalam EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume XV., No. 

2., (2022), h. 216-233. 

9 Prilla Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Ed.1, Cet. Ke-1, 

h. 15. 
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kare.na itu adanya be .ntuk ke.giatan e.konomi yang be .rsangkutan de .ngan 

muamalah harus se .suai de.ngan ke.butuhan, agar dise .tiap ke.giatannya 

sah dan bole.h se .lama tidak ada hukum atau dalil yang me .larangnya 

se.bagaimana dije.laskan dalam qawaid fiqqiyah yaitu: 

 التًحْرِيُِْ عَلَى الدًليِْلُُ يَدُلًُ حَتًُ اَلِإباَحَةُُ الَأشْيَاءُِ فُِ اَلَأصْلُُ
 

“Pada dasarnya hukum se .suatu itu adalah mubah atau bole .h 

ke.cuali ada dalil yang me .ngharamkan.
10

 

Ole.h kare.na itu dapat kita ke .tahui dari pe .rnyataan diatas bahwa 

hukum dasar muamalah ialah mubah atau bole .h, te.rke.cuali ada dalil 

yang me.larangnya de .ngan te.gas me.ngharamkam ke .giatan muamalah 

te.rse.but. Hal ini dapat kita maknai de .ngan ke.giatan muamalah se .pe.rti 

jual be.li, ke.rja sama, se .wa me.nye .wa, hibah itu dipe .rbole.hkan dasarnya 

mubah se.rta ke.giatan-ke.giatan se.pe.rti makan, minum dan be .rpakaian. 

Ummat muslim sangat dibe .ri kan ruang untuk me .lakukan 

ke.giatan be.rbisnis de.ngan be.rbagai macam ke.se.pakatan se .lama itu 

tidak be.rte.ntangan de .ngan aturan-aturan umum yang te .lah dite.tapkan 

ole.h syariat islam. Adanya pe .nje.lasan ini untuk dapat dipahami ole .h 

masyarakat awam yang tidak me .nge.tahui aturan syariah se .hingga 

me.mbutuhkan arahan dan bimbingan untuk me .yakinkan me .re.ka bahwa 

yang dilakukan se .suai de.ngan aturan islam.
11

 

 

                                                           

10 Kasmidin, Ilmu Qawaid Fiqqiyyah, cet. 1, Pekanbaru, 2023, h. 83. 

11 Rusdan, op.cit., h. 217. 
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b. Prinsip saling ridho 

Saling ridho me.miliki makna yaitu adanya ke .re.laan yang 

se.sungguhnya bukan dari se .buah paksaan se .ke.tika. Saling ridho ini 

be.rsifat subje.ktif yang hanya dapat dike .tahui me.lalui e .kspre.si nyata si 

pihak yang be.rtransaksi, dapat dilihat me.lalui kata-kata, tulisan, 

tindakan, atau isyarat. Maka dari itu saling ridho dapat ditunjukkan 

me.lalui pe .rnyataan ijab dan qabul, hal ini hanya di pe .role.h ole.h 

se.se.orang yang me.me.iliki ke.cakapan dalam hukum yaitu baligh dan 

be.rakal dan saling ridho harus be.bas dari intiminasi maupun pe .nipuan. 

c. Prinsip ke.adilan 

Ke.adilan me.rupakan salah satu be .ntuk tindakan yang banyak 

dise.but se .cara e.ksplisit dalam al-Qur‟an, antara lain dalam firman 

Allah SWT be.rbunyi:
12

 

                    

             

       

 “Se.sungguhnya Allah me .nyuruh (kamu) be .rlaku adil dan 

be.rbuat ke.bajikan, me.mbe.ri ke.pada kaum ke .rabat, dan Allah 

me.larang dari pe .rbuatan ke.ji, ke.mungkaran dan pe .rmusuhan. 

Dia me .mbe.ri pe.ngajaran ke.padamu agar kamu dapat 

me.ngambil pe .lajaran”  

 

Dari pe.nje.lasan ayat diatas dapat dike .tahui bahwa se .orang yang 

adil adalah yang be .rjalan lurus de.ngan sikapnya se .lalu me .nggunakan 

ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Pe .rsamaan inilah yang 

                                                           

12 Q.S. An-Nahl (16): 90. 
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me.njadikan se .se.orang yang adil tidak be .rpihak ke.pada salah se .orang 

yang be.rse.lisih.  Prinsip ini di tuntut untuk be .rlaku be .nar dalam se .tiap 

situasi se.rta me.me.nuhi pe.rjanjian ke.dua be.lah pihak de .ngan hak dan 

ke.wajiban.
13

  

Prinsip ke.adilan dalam muamalah ini me .lahirkan be .be.rapa 

konse.kue.nsi, yaitu: 

1) Te.rhindarnya dari ke .rusakan te.rhadap lingkungan se .kitar 

2) Te.rhindar dari ke.tidakpastian atau gharar. 

3) Te.rhindar dari maisir yaitu salah satu be .ntuk dari ke .tidakpastian 

kare.na adanya pe .rtukaran manfaat. 

4) Te.rhindar dari riba yaitu me .ngambil ke.le.bihan biaya yang 

me.rugikan orang se.kitar. 

d. Prinsip saling me.nguntungkan 

Prinsip ini me.ngindikasikan bahwa se .gala be.ntuk ke .giatan 

dalam muamalah harus dapat me .mbe.rikan ke.untungan dan manfaat 

bagi pihak-pihak yang te .rlibat. Prinsip ini be.rtujuan untuk me.nciptakan 

ke.rjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam 

rangka saling me.me.nuhi ke.pe.rluannya masing-masing guna me.raih 

ke.se.jahte.raan be.rsama. Me .nyangkut prinsip saling me .nguntungkan 

Allah SWT. be.rfirman dalam:
14

 

                                                           

13 Saiful Jazil, Fiqih Mu‟amalah, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 65. 

14 QS. Al-Baqarah [2]: 278-279. 
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                         

                     

               

        

“Hai orang-orang yang be.riman, be.rtakwalah ke .pada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang be .lum dipungut) jika kamu orang-

orang yang be .riman. Maka jika kamu tidak lagi me .nge.rjakan 

(me.ninggalkan sisa riba), maka ke .tahuilah bahwa Allah dan 

Rasul-Nya akan me .me.rangimu. Dan jika kamu be .rtaubat (tidak 

lagi me.mungut riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak 

me.nganiaya dan tidak pula dianiaya”    

 

Se.cara e.ksplisit, ayat ini be .rhubungan de .ngan larangan 

be.rmuamalah yang me .ngandung unsur riba. Ke .mudian hal ini 

dike.mbangkan ole .h Rasulullah SAW., dalam be .rbagai be.ntuk 

muamalah yang diduga kuat akan me .rugikan para pihak yang akan 

me.ngadakan akad, se .pe.rti tindakan monopoli (ihtikar) dan 

me.ngganggu harga pasar. Di sinilah le .tak arti pe.nting sabda Rasulullah 

SAW., yang me.nyatakan (laa dhororu walaa dhoroorun) “Tidak bole.h 

me.rugikan orang lain dan tidak bole.h pula dirugikan.” 

e. Prinsip tolong me.nolong 

Prinsip Ta‟awun atau tolong me .nolong me.wajibkan se .luruh 

Muslim untuk tolong me .nolong dan me .mbuat ke.mitraan dalam se .tiap 

ke.giatan muamalah. Dalam konte .ks ini, pe .rlu dibangun ke .mitraan 

yang be.rorie .ntasi pada starte .gi bisnis yang dilakukan ole .h dua pihak 

atau le.bih dalam jangka waktu te .rte.ntu untuk me.raih ke .untungan 

be.rsama de.ngan prinsip saling me .mbutuhkan dan saling me.mbe.sarkan. 
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Te.rdapat banyak ayat al-Qur‟an dan al-Hadits yang 

me.ne.kankan ke.harusan saling me .mbantu antara se .sama Muslim 

khususnya dan umat manusia umumnya. Di antara ayat alQur‟an yang 

me.nganjurkan saling tolong me .nolong dalam hal yang positif dan baik 

adalah firman Allah SWT dalam al-qyran yaitu:
15

 

                

 
 “Dan tolong me .nolonglah kamu dalam (me .nge.rjakan) 

ke.baikan dan takwa” 

f. Prinsip te.rtulis 

Dalam al-Qur‟an Allah SWT be .rfirman:
16

 

                   

                  

             

                    

                    

                    

                       

                    

                      

                                                           

15 Q.S Al-Maidah (5): 2. 

16 Q.S Al-Baqarah [2]: 282. 
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                   

                      

                     

                     

                        

          

“Hai orang-orang yang be.riman, apabila kamu be .rmu'amalah 

tidak se.cara tunai untuk waktu yang dite .ntukan, he .ndaklah 

kamu me.nuliskannya. Dan he .ndaklah se .orang pe.nulis di antara 

kamu me.nuliskannya de .ngan be.nar. Dan janganlah pe .nulis 

e.nggan me.nuliskannya se .bagaimana Allah me .ngajarkannya, 

me.ka he.ndaklah ia me .nulis, dan he .ndaklah orang yang 

be.rhutang itu me.ngimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan 

he.ndaklah ia be.rtakwa ke.pada Allah Tuhannya, dan janganlah 

ia me.ngurangi se .dikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

be.rhutang itu orang yang le .mah akalnya atau le .mah 

(ke.adaannya) atau dia se .ndiri tidak mampu me .ngimlakkan, 

maka he.ndaklah walinya me.ngimlakkan de .ngan jujur. Dan 

pe.rsaksikanlah de .ngan dua orang saksi dari orang-orang le.laki 

(di antaramu). Jika tak ada dua oang le .laki, maka (bole.h) 

se.orang le.laki dan dua orang pe .re.mpuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika se .orang lupa maka yang se .orang 

me.ngingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu e .nggan (me.mbe.ri 

ke.te.rangan) apabila me .re.ka dipanggil; dan janganlah kamu 

je.mu me.nulis hutang itu, baik ke .cil maupun be .sar sampai batas 

waktu me.mbayarnya. Yang de .mikian itu, le.bih adil di sisi 

Allah dan le.bih me.nguatkan pe.rsaksian dan le.bih de .kat ke.pada 

tidak (me.nimbulkan) ke .raguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

ke.cuali jika mu'amalah itu pe .rdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak me.nulisnya. Dan pe .rsaksikanlah apabila kamu 

be.rjual be.li; dan janganlah pe .nulis dan saksi saling sulit 

me.nyulitkan. Jika kamu lakukan (yang de .mikian), maka 

se.sungguhnya hal itu adalah suatu ke .fasikan pada dirimu. Dan 

be.rtakwalah ke .pada Allah; Allah me .ngajarmu; dan Allah Maha 

Me.nge.tahui se .gala se.suatu”. 
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 Dari ayat diatas dise .butkan bahwa Allah SWT., me .nganjurkan 

ke.pada manusia he .ndaknya suatu pe .rikatan dilakukan se .cara te.rtulis, 

dihadiri ole.h saksi-saksi, dan dibe.rikan tanggungjawab individu yang 

me.lakukan pe.rikatan dan yang me .njadi saksi. Se .lain itu, dianjurkan 

pula bahwa apabila suatu pe .rikatan diaksanakan tidak se .cara tunai, 

maka dapat dipe .gang suatu be .nda se .bagai jaminannya. Adanya tulisan, 

saksi, dan/ atau be .nda jaminan ini me .njadi alat bukti atas te .rjadinya 

pe.rikatan te.rse.but.
17

 

Prinsip Umum dalam Fiqh Muamalah:
18

 

1) Ke.se.pakatan dan Transparansi: Se .mua biaya tambahan harus 

dije.laskan dan dise .pakati se .jak awal akad. Tidak bole .h ada unsur 

paksaan atau ke.tidakje .lasan dalam pe.rjanjian. 

2) Ke.adilan: Biaya tambahan yang dike .nakan tidak bole .h 

me.mbe.ratkan salah satu pihak. Prinsip ke .adilan me.ngharuskan 

bahwa ke.dua be.lah pihak me.rasa diuntungkan dan tidak ada yang 

me.rasa dirugikan. 

3) Tidak Me .ngandung Gharar (Ke.tidakpastian): Se .gala be.ntuk 

ke.tidakpastian dalam akad harus dihindari, te .rmasuk dalam hal 

biaya tambahan. Biaya tambahan harus je .las dan dihitung de .ngan 

transparansi. 

 

                                                           

17 Ibid., h. 66-67. 

18 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fiqih Muamalah Teoridan Implementasi, 

(Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), Cet.Ke-1, h. 21-28. 
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2. Sewa Menyewa 

a. De.finisi se.wa me.nye.wa 

Me.nurut bahasa, se .wa atau se .wa me.nye .wa dalam bahasa Arab 

dise.but de.ngan Al ijarah. Me .nurut bahasa Al ijarah be .rasal dari kata 

Al-Ajr yang be .rarti iwadh (imbalan), atau dapat juga be .rarti tsawab 

(pahala). Se.wa me.nye.wa me.rupakan suatu akad yang me.mbe.rikan hak 

milik atas manfaat suatu barang te .rte.ntu de.ngan imbalan yang bukan 

be.rasal dari manfaat, Dalam bahasa Indone .sia, se .wa diartikan de .ngan 

pe.makaian (pinjaman) se .suatu de.ngan me.mbayat se .suatu. Me .nurut 

Syara (Hukum Islam), se .wa me.nye.wa atau Al ijarah dide .finisikan 

se.bagai be.rikut:19 

1) Se.suatu je.nis akad untuk me.ngambil manfaat de .ngan jalan 

pe.rgantian. 

2) Suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam me .ngambil manfaat 

de.ngan harga te.rte.ntu dan dalam jangka waktu te .rte.ntu. 

3) Suatu akad yang be .rkaitan de.ngan ke.manfaatan barang yang 

dike.he.ndaki yang te.lah dike.tahui pe.nggunaannya. 

Be.be.rapa pe.ndapat ulama fiqh te .ntang ijarah yaitu:
20

 

1) Me.nurut Sayyid Sabiq, Al ijarah (se .wa me.nye.wa) adalah suatu 

je.nis akad atau transaksi untuk me .ngambil manfaat de .ngan jalan 

me.mbe.ri pe.rgantian. 

                                                           

19 Syaikhu, et.al., Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, 

(Yogyakarta: K-Media,2020), h. 135-136 

20 M. Bhakti Wira Yuda, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad 

Sewa Menyewa Lapak Dagang di Kambang Iwak Kota Palembang, (skripsi uin raden fatah 

palembang, 2023), h. 15 
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2) Me.nurut ulama Syafi‟iyah Al ijarah (se .wa me.nye.wa) adalah suatu 

je.nis akad atau transaksi te .rhadap suatu manfaat yang dituju. 

Be.rsifat mubah dan bole .h dimanfaatkan, de .ngan cara me.mbe.ri 

imbalan te.rte.ntu. 

3) Me.nurut Hanafiyah, Al ijarah (se .wa me.nye.wa) adalah akad untuk 

me.mbole.hkan pe .milikan manfaat yang dike .tahui dan dise .ngaja dari 

suatu zat yang dise.wa de.ngan imbalan. 

4) Me.nurut Malikiyah, bahwa Al ijarah (se .wa me.nye.wa) adalah nama 

bagi akad-akad untuk ke .manfaatan yang be .rsifat manusiawi dan 

untuk se.bagian yang dapat dipindahkan. 

Dari de.finisi te.rse.but dapat disimpulkan, Al ijarah (se .wa 

me.nye.wa) adalah akad pe .mindahan hak guna atas barang atau ajsa, 

me.lalui pe.mbayaran upah se .wa, tanpa diikuti de .ngan pe .mindahan hak 

ke.pe.milikan. 

Me.nurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 

13 april 2000 te.ntang pe .mbiayaan Al ijarah yang dimaksud de .ngan Al 

ijarah adalah pe.mindahan hak pakai atas suatu braang atau jasa dalam 

waktu te.rte.ntu me .lalui pe.mbayaran se .wa atau upah, tanpa diikuti 

de.ngan pe.mindahan ke.pe.milikan barang itu se .ndiri.
21

 

Me.nurut Kitab Undang-Undang Hukum Pe .rdata (KUHPe .rdata) 

dalam pasal 1548 te .ntang pe.nge.rtian se .wa me.nye.wa, se .wa me.nye.wa 

adalah suatu pe.rse.tujuan, de .ngan mana pihak yang satu me .ngikat diri 

                                                           

21 Indonesia, Fatwa DSN-MUI No.09/DSN/MUI/IV/10/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. 



 

 

 

18 

untuk me.mbe.rikan manfaat suatu barang ke .pada pihak yang lain 

se.lama waktu te.rte.ntu, de.ngan pe.mbayaran suatu harga yang 

disanggupi ole.h pihak te.rse.but. Orang dapat me.nye.wakan be.rbagai 

je.nis barang, baik yang te .tap maupun yang be.rge.rak.  

Se.me.ntara itu, Komplikasi Hukum E .konomi Syariah (KHE .S) 

pasal 20 me.nde.finisikan bahwa ijarah adalah se .wa barang dalam 

jangka waktu te.rte.ntu de.ngan pe.mbayaran.
22

 De.ngan de .mikian, dalam 

Al ijarah (se.wa me.nye .wa) tidak hanya barang-barang yang dapat 

me.njadi obje.k Al ijarah te .tapi juga jasa. Se .lain itu tidak te .rjadi 

pe.rubahan ke.pe.milikan atas obje .k Al ijarah te.tapi hanya te .rjadi 

pe.rpindahan hak pakai dari pe.milik yang Mu‟jir dan pihak yang 

me.nye.wakan dise.but Musta‟jir. Obje .k yang dijadikan sasaran yang 

be.rwujud imbalan dalam ijarah dise .but Al-Ma‟qud „Alaih. 

b. Dasar Hukum Se.wa Me .nye.wa 

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah 

satu be.ntuk aktivitas antara dua pihak atau saling me .ringankan, se .rta 

te.rmasuk salah satu be .ntuk tolong me.nolong. Dasar-dasar hukum atau 

rujukan ijarah adalah AlQur‟an, Hadits dan Ijma‟.
23

 

 

 

 

                                                           

22 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II 

Tentang Akad Pasal 20. 

23 Syaikhu, et.al., op.cit., h. 137. 
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1) Al-Qur‟an 

Allah SWT be.rfirman dalam alquran:
24

 

                       

                    
 
 “Jika me.re.ka me.nyusukan (anak-anak) mu untukmu maka 

be.rikanlah ke.pada me.re.ka upahnya, dan musyawarahkanlah 

di antara kamu (se .gala se .suatu) de.ngan baik; dan jika kamu 

me.ne.mui ke .sulitan maka pe .re.mpuan lain bole .h 

me.nyusukan (anak itu) untuknya”. 

 

Ayat ini me .ne.ge.nai ijarah yang dapat me.njadi acuan untuk 

rujukan bahwa manusia dapat me .ndapat balasan atau manfaat dari 

pe.ke.rjaan yang dilakukan. 

2) Hadits 

Hadits Rasulullah SAW me .nje.laskan : “Dari Abdillah bin 

Umar ia be .rkata : Rasulullah SAW be .rsabda: be .rikan ke.pada 

se.orang pe.ke.rja upahnya se .be.lum ke.ringatnya ke.ring.” (H.R. Ibnu 

Majah, shahih) 

Hadits ini me.nje.laskan te.ntang ke.te.ntuan pe .mbayaran upah 

te.rhadap orang yang dise .wa untuk dipe .ke.rjakan atau me .nge.rjakan 

se.suatu, yaitu Nabi sangat me .nganjurkan agar dalam pe .mbayaran 

upah itu he.ndaknya se .be.lum ke.ringatnya ke .ring atau se .te.lah 

pe.ke.rjaan itu se .le.sai dilakukan. Hadis dari Ibnu Abbas 

radhiyallahu „anhuma, be .liau me.ngatakan: 

                                                           

24 Q.S. At-Talaq (65): 6. 
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ُوَلَوُُْ ُحَجَمَهُ, ُالًذِي ُوَأعَْطَى ُوَسَلًمَ ُعَلَيْهِ ُاللًهُ ُصَلَى ُالنًبٌِ ُ احْتَجَمَ
يُ عْطِهُِ  كَانَُحَراَمَاُلََُْ

 
Nabi shallallahu „alaihi wa sallam be.rbe.kam dan me .mbe.ri 

upah ke.pada tukang be.kam. Andai itu haram, te .ntu be.liau 

tidak akan me.mbe.ri upah. (HR. Ahmad 2904 dan Bukhari 

2103) 

Dari hadits te.rse.but dapat dipahami bahwa Nabi me .nyuruh 

untuk me.mbayar upah te.rhadap orang yang te .lah dipe.ke.rjakan. 

Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa dipe .rbole.hkannya Al 

ijarah. 

3) Ijma‟ 

Me.nge.nai disyari‟atkannya ijarah, se .mua ulama be .rse.pakat, 

ijarah itu disyari‟atkan dalam Islam, kare .na pada dasarnya manusia 

se.nantiasa te.rbe.ntur pada ke .te.rbatasan dan ke .kurangan. Ole.h 

kare.na itu, manusia antara yang satu de .ngan yang lain se .lalu te.rikat 

dan saling me.mbutuhkan. 

c. Rukun dan syarat se .wa me.nye.wa 

1) Rukun se.wa me.nye.wa 

Me.nurut Jumhur Ulama, ijarah me .mpunyai tiga rukun, 

yaitu:
25

 

a) Sighat (ucapan) ijab dan qabul 

b) Pihak yang be .rakad (be.rkontrak) 

                                                           

25 Subairi, Fiqh Muamalah, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 95-96. 
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c) Obje.k kontrak yang te .rdiri atas pe.mbayaran (se .wa) dan 

manfaat dari pe.nggunaan ase.t 

2) Syarat se .wa me.ne.ywa
26

 

a) Pe.rse.tujuan ke.dua be.lah pihak 

b) Me.nge.nal manfaat yang me.re.ka akadkan se .cara maksimal. 

Pe.nge.nalan atau ma‟rifah yang dapat me .nghindarkan 

pe.rte.ngkaran ialah bila me .re.ka me.mang te.lah me.lihat apa yang 

dise.wakan se.hingga se .suai de.ngan sifat yang me.re.ka se.pakati. 

c) He.ndaklah yang diakadkan itu dapat dipe .nuhi dalam arti yang 

se.be.narnya dan me.nurut syara‟. Se .bagian ulama fikih ada yang 

me.nsyaratkan syarat ini, se .hingga me.ngatakan, “Tidak bole .h 

me.ngupahkan harta be .rsama yang tidak dapat dibagi.” 

Se.babnya ialah  kare.na ia tidak dapat dipe .nuhi. Ini ialah 

mazhab Abu Hanifah. Jumhur Ulama be .rpe.ndapat, “Bole .h 

me.ngupahkan barang se .cara mutlak,baik ia dapat dibagi atau 

tidak, kare.na ia be .rmafaat. Tapi bila manfaatnya tidak dike .nal, 

maka ijarah itu fasid atau rusak. 

d) Sanggup me.nye.rahkan be.nda yang diupahkan be .rsama de .ngan 

manfaatnya. Ole .h se.bab itu, maka tidak sah me .ngupahkan 

binatang yang lari dan yang dibungkus de .ngan bungkusan yang 

tidak dapat dibuka se .babnya adalah kare .na tidak dapat 

                                                           

26 M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009), h. 175-178. 
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disampaikan se .cara je .las. Be.gitu pula tidak bole .h me.nye.wakan 

ladang yang tidak dapat ditumbuhi atau tandus. 

e) He.ndaklah manfaatnya dibole .hkan dalam agama, tidak 

diharamkan, dan tidak wajib. Ole.h kare.na itu, maka tidak bole .h 

me.nye.wakan untuk be.rbuat maksiat. Se .babnya kare .na maksiat 

dilarang agama dan wajib dijauhi. Siapa saja yang 

me.minjamkan uang untuk me .nye.wakan rumah untuk dijual 

khamar atau be.rmain judi maka ijarah itu adalah ijarah fasid.  

d. Macam-macam se .wa me.nye.wa
27

 

Dilihat dari obje .knya, Ijarah dapat dibagi me .njadi dua macam, 

yaitu ijarah yang be.rsifat manfaat dan ijarah yang be .rsifat pe .ke.rjaan.  

1) Ijarah yang be.rsifat manfaat 

Akad se .wa me.nye.wa dipe.rbole.hkan atas manfaat, se .pe.rti 

contoh se.wa me.nye.wa rumah, toko, ke.ndaraan, dan pakaian. 

Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak bole .h dise.wakan, 

kare.na dialrang dalam agama. De .ngan de.mikian, tidak bole .h 

me.ngambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan. 

2) Ijarah yang be.rsifat pe .ke.rjaan 

Ijarah atas pe.ke.rjaan atau upah me .ngupah adalah suatu 

akad ijarah de .ngan cara me.mpe.rke.rjakan se .se.orang untuk 

me.lakukan suatu pe .ke.rjaan. Ijarah se .macam ini dipe .rbole.hkan 

se.pe.rti buruh bangunan, tukan pijat, tukan jahit, dan lain-lain. 

                                                           

27 M. Bhakti Wira Yuda, op.cit., h. 19-20. 
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e. Pe.mbatalan se .wa me.nye.wa dan be.rakhirnya se .wa me.ne.ywa 

Prose.dur pe .mbatalan pe.rjanjian yaitu, te.rle.biih dahulu para 

pihak yang be .rsangkutan dalam pe .rjanjian se .wa te.rse .but dibe .ritahu, 

bahwa pe.rjanjian yang te.lah dibuat dibatalkan, dise .rtai de.ngan 

alasannya. Pe.mbe.rian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu 

pihak yang me.mbuat akad, be .rtujuan untuk me .mbe.rikan waktu ke .pada 

me.re.ka untuk be.rsiap-siap me.nghadapi risiko pe.mbatalan.
28

 

Suatu akad dipandang be .rakhir apabila te.lah te.rcapai 

tujuannya. Se .lain te .lah te.rcapai tujuannya, akad akan dipandang 

be.rakhir apabila te.rjadi fasakh (pe.mbatalan) atau te .lah be.rakhir 

waktunya. Fasakh te.rjadi de.ngan se.bab-se.bab se.bagai be.rikut:
29

 

1) Di fasakh (dibatalkan), kare .na adanya hal-hal yang tidak 

dibe.narkan syara‟, se .pe.rti yang dise.but dalam akad rusak.  

2) Se.bab adanya cacat. Dan salah satu pihak de .ngan pe.rse.tujuan 

pihak lain me.mbatalkan kare .na me.rasa tidak cocok de .ngan apa 

yang dipe.rjanjikan.  

3) Kare.na habis waktunya, se .pe .rti dalam akad se .wa me.nye.wa 

be.rjangka waktu te.rte.ntu dan tidak dapat dipe.rpanjang.  

4) Kare.na tidak me.ndapatkan izin pihak yang be .rwe.nang 

Ijarah me.rupakan akad yang dibatasi de .ngan jangka waktu 

te.rte.ntu. Waktu ijarah yaitu batasan yang digunakan untuk me .ngukur 

                                                           

28 Prilla Kurnia Ningsih, op.cit., h. 121-122. 

29 M. Bhakti Wira Yuda, op.cit., h. 21. 
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be.rapa be.sar manfaat yang dipe .role.h. Akad ijarah tidak batal hanya 

kare.na salah satu pihak atau pe .nge.lola (nadzir) me.ninggal dunia.   

Hukumnya sama de .ngan jual be.li. Apabila musta‟jir me .ninngal dunia, 

posisinya digantikan ole .h ahli waris untuk me .ne.ruskan akad. 

Se.baliknya, apabila mu‟jir me .ninggal dunia, habis. Maksudnya, jika 

salah satu pihak me .ninggal dunia, se .me.ntara barang se .waan dalam 

kondisi te.tap utuh, akad se .wa me.nye.wa tidak me.njadi batal. 

3. Lapak 

Dalam kamus bahasa Indone .sia lapak me.miliki arti te.mpat, 

be.rlapak yaitu be .rsungkit,be.rsulam.30 Hal ini dapat kita me .nge.rti bahwa 

lapak suatu te.mpat yang dapat kita manfaatkan untuk me .lakukan bisnis 

se.rta me.njadi obje .k bagi se .wa me.nye.wa untuk me.mpe.role.h ke.untungan 

dari lapak te.rse.but. 

Maka dari itu dapat disimpulkan lapak suatu te .mpat guna 

me.lakukan ke.giatan e .konomi yang di se .wakan dalam pe .riode. te.rte.ntu 

se.suai ke.se.pakatan yang dibuat ole .h pihak pe.nye.wa dan pe .milik se .wa 

untuk me.lakukan ke .giatan pe .re.komian.31 Dalam pe.rme.ndag nomor 23 

tahun 2021 te.ntang pe .nge.nmbangan, pe.nataan, dan pe .mbinaan pusat 

pe.rbe.lanjaan dan toko swalayan pasal 1 ayat 7 me .nge.nai usaha mikro 

ke.cil,dan me.ne.ngah yang se .lanjutnya disingkat UMKM adalah usaha 

                                                           

30 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., h. 816. 

31 Akbar Tonison, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Sewa Lapak Dagang Di 

Jalan Sentot Ali Basah Pasar 16 Ilir Palembang, (Skripsi: Uin Raden Fatah,2017), h. 39. 



 

 

 

25 

mikro, usaha ke.cil, dan usaha me .ne.ngah se .bagaimana dimaksud dalam 

undang- undang te.ngtang usaha mikro.
32

 

4. Sistem Pembayaran 

Me.nurut bank Indone .sia, syste.m pe.mbayaran ialah suatu cara 

untuk me.lakukan kontrak/pe .rjanjian yang mana digunakan untuk me .njadi 

intruksi pe.mbayaran de .ngan te.knis pe.rtukaran nilai antar pe .rorangan, 

Le.mbaga, dan bank guna untuk me .me.nuhi suatu ke.gitan e .konomi.33 

Me.nurut chan kah sing pe .mbayaran ialah suatu prose .s adanya 

pe.nukaran uang de.ngan suatu be .nda atau obje .k se .rta informasi dalam 

ke.giatan e.konomi se .hingga dapat me.njadi patokan pe.re.komian guna 

infastruktur dalam pe.rdagangan.34 

Untuk me.mahami te.ori syste.m pe.mbayaran se .se.orang harus 

me.ge.tahui prose.s yang digunakan saat transaksi/pe .rjanjian yang dibuat 

ole.h ke.dua be.lah pihak agar me.miliki nilai se .suai de.ngan ke.mampuan dan 

se.tara de.ngan manfaat yang didapatkan ole .h kare.na itu pe .rlu kita pahami 

je.ni-je.nis syste.m pe.mbayaran dalam se .wa-me.nye.wa: 

a. Siste.m pe.mbayaran pe .rtahun, yaitu adanya ke .se.pakatan pe .miliki dan 

pe.nye .wa me.mbayarkan obje .k nya se.tiap se .tahun se.kali de.ngan jumlah 

yang dite.ntukan. 

                                                           

32 Peraturan mentri perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman, pengembangan, 

penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. 

33 Bank Indonesia, Sistem Pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, artikel dari 

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx  

34 Rosmalinna dan Imel Raswati, “Perancangan System Informasi Pembayaran 

Administrasi di Sekolah Menengah Kejuruan Marga Insan Kamil”, Volume 04 Nomor 01, (2022), 

h. 3. 

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx
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b. Siste.m pe.mbayaran pe .r e.nam bulan, yaitu bayaran yang dite .rima 

se.lama 6 bulan se .kali. 

c. Siste.m pe.mbayaran pe .rbulan, yaitu se .tiap se .bulan se .kali pe.nye.wa 

me.mbayarkan manfaat obje .knya ke.pada pe.milik se.wa. 

d. Siste.m pe.mbayaran pe .rhari, yaitu adanya pe .mbayaran yang dilakukan 

se.tiap harinya kare .na me.nye.nyuaikan de .ngan hasil pe .ndapat yang 

dipe.role.h dari pe.nye .wa se.tiap harinya. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Dalam skripsi ini ditulis ole .h M. Bhakti wira yuda (2023), mahasiswa 

hukum e.konomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum Uin Rade .n 

Fatah Pale.mbang, yang be .rjudul “Tinjauan Hukum E .konomi Syariah 

Te.rhadap Pe.laksanaan Akad Se .wa Me.nye .wa Lapak Dagang Di Kambang 

Iwak Kota Pale.mbang”.
35

 Pe.rsamaan de .ngan yang di te .liti te.rkait 

pe.rjanjian se .cara lisan dan pe .nambahan harga te.rhadap biaya se .wa pe.rhari 

de.ngan me.tode. kualitatif, se .dangkan be.ntuk dari pe .rbe.daanya te.rdapat di 

pe.rmasalahan, te.mpat pe.ne.litian, yang ditulis ole.h bhakti me .mbahas 

te.ntang se.wa lapak yang biaya tambahan tanpa se .pe.nge.tahuan pe.nye .wa 

tiap harinya yang dilakukan di sore . hari. Adapun pe.ne.liti me.mbahas 

te.ntang akad pe .rjajian dan biaya tambahan  pada se .wa lapak kaare .na 

me.mbayar pe.rhari atau me .nyicil. 

2. Dalam skripsi ini ditulis ole .h  Ade . Mare.ta Handayani (2019), mahasiswa 

hukum e.konomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum unive .rsitas 

                                                           

35 M. Bhakti Wira Yuda, op.cit., h. xi. 
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islam ne.ge.ri rade.n intan lampung, yang be .rjudul “Tinjauan Hukum Islam  

Te.ntang Pe.rbe.daan Harga Se .wa Lapak”.
36

 Pe.rsamaan de.ngan yang di te .liti 

te.rkait cara me.ne.tapkan harga se .wa lapak se .suai de.ngan fasilitas yang 

dise.pakati ke.dua be.lah pihak. se .dangkan be.ntuk dari pe.rbe.daanya te .rdapat 

di pe.rmasalahan, te.mpat pe .ne.litian, yang ditulis ole .h  ade .lia yaitu di 

bole.hkannya me.ne.tapkan harga be .rbe.da antara warga lokal dan warga di 

luar dae.rah te.rse.but. Adapun pe .ne.liti me.mbahas te.ntang akad pe .rjajian 

dan biaya tambahan  pada se .wa lapak kaare.na me.mbayar pe .rhari atau 

me.nyicil. 

3. Dalam skripsi ini ditulis ole .h Fauzan nur (2019), mahasiswa hukum 

e.konomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum unive .rsitas islam ne .ge.ri 

ar-raniry banda ace .h, yang be .rjudul “Analisis Praktik Se .wa-Me.nye.wa 

Lapak Dalam Pe .rspe.ktif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pe .dagang Kaki 

Lima Di Rukoh, Banda Ace .h)”.37 pe.rsamaan de.ngan yang di te .liti te.rkait 

pe.mbayaran se .wa me.nye.wa di awal de .ngan be.ntuk pe .rjanjian lisan. 

se.dangkan be.ntuk dari pe .rbe.daanya te.rdapat di pe.rmasalahan, te.mpat 

pe.ne.litian, yang ditulis ole .h  fauzan me.nge.nai adanya pe .rjanjian se .pihak 

dan pe.mindahan hak se .wa se .cara satu pihak saja. Adapun pe .ne.liti 

me.mbahas te.ntang akad pe .rjajian dan biaya tambahan  pada se .wa lapak 

kaare.na me.mbayar pe.rhari atau me .nyicil. 

                                                           

36Ade Mareta Handayani, Tinjauan Hukum Islam  Tentang Perbedaan Harga Sewa 

Lapak, (Skripsi: Uin Raden Intan Lampung, 2019). 

37 Fauzan nur, Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Rukoh, Banda Aceh), (skripsi: Uin Ar-Raniry Banda 

Aceh, 2019). 
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4. Dalam skripsi ini ditulis ole .h hadi jaka purnama (2019). mahasiswa hukum 

e.konomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum institut agama islam 

ne.ge.ri ponorogo, yang be .rjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Te .rhadap 

Praktik Se.wa Me .nye .wa Kios Di Pasar De .sa Milangasri Ke .camatan 

Pane.kan  Kabupate.n Mage .tan”.
38

 Pe.rsamaan de.ngan yang di te .liti te.rkait 

adanya jangka waktu dalam pe .mbayaran se .wa lapak. se .dangkan be.ntuk 

dari pe.rbe.daanya te.rdapat di pe .rmasalahan, te.mpat pe.ne.litian, yang ditulis 

ole.h hadi me.nge.nai hukum me.ngubah modifikasi te .mpat se .wa di luar 

ke.se.pakatan di awal. Adapun pe .ne.liti me.mbahas te.ntang akad pe .rjajian 

dan biaya tambahan  pada se .wa lapak kaare.na me.mbayar pe .rhari atau 

me.nyicil. 

 

 

                                                           

38 Hadi Jaka Purnama, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios 

di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan  Kabupaten Magetan, (skripsi: IAIN Ponorogo, 

2019). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Je.nis pe.ne.litian yang digunakan pe .ne.liti adalah pe.ne .litian kualitatif 

yang be.rupa studi lapangan (fie .lds re.se.arch), yaitu suatu pe .ne.litian de.ngan 

prose.s pe.ne.litian yang dilakukan di lapangan dan datanya diambil secara 

langsung berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara be .rdasarkan pre .se.psi 

pada suatu fe.nome.na secara berkala. Penelitian ini menggunakan penelitian 

jenis kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan 

cara proses observasi terjun lansung kelapangan guna mengamati objek 

melalui sikap maupun yang terlihat secaratertulis dan tersirat ketika 

melakukan wawancara diikuti dengan bukti dokumentasi. De .ngan pe.nde.katan 

datanya me.nghasilkan analisis de .skriptif be .rupa kalimat se .cara lisan dari 

obje.k pe.ne.litian.39 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi  

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

                                                           

39 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: KMB Indonesia, 2021), 

Cet.1, h. 6. 
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kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisai. Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu 

nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti 

ingin mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa lapak jalan bukit barisan 

kelurahan tangkerang timur, dan wilayah yang strategis sebagai tempat 

menarik minat para penyewa lapak. Serta tinjauan fiqh muamalah terhadap 

akad sewa menyewa lpak dengan sistem pembayaran perhari.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Pe.ne.litian ini dilakukan di Ke.lurahan Tangke.rang Timur Ke .camatan 

Te.nayan Raya Kota Pe .kanbaru di pinggir Jalan Bukit Barisan Rt.001/Rw.005. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian. 

Adapun subje.k dalam pe .ne.litian ini adalah pe.milik lapak dan 

pe.nye .wa lapak yang be .rada di Jl.Bukit Barisan Ke .lurahan Tangke .rang 

Timur. 

2. Objek Penelitian. 

Obje.k dari pe.ne.litian ini adalah pe .nulis akan me.ngkaji me .nge.nai 

siste.m pe.mbayaran akad se.wa lapak yang bayar pe.rhari di Ke .lurahan 

Tangke.rang Timur. 

 

E. Informan Penelitian 

Informan pe.ne.litian me.rupakan wilayah ge .ne.re.lisasi yang te .rdiri atas 

obje.k atau subje.k yang me.mpunyai kualitas dan karakte .ristik te.rte.ntu yang 
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dite.tapkan ole.h pe.ne.liti untuk di te .liti ke.mudian ditarik ke.simpulannya. 

Dalam pe.ne .litian ini me.miliki jumlah 5 informan yang te.rdiri dari 1 

orang pe.milik lapak, 4 orang yang me.nye.wa lapak. 

 

F. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

Sumbe.r data prime.r adalah data yang dipe .role.h atau dikumpulkan 

ole.h pe.ne.liti se.cara langsung dari sumbe .r datanya. Data prime .r dise .but 

juga se .bagai data asli atau data baru yang me .miliki sifat up to date..40  

Adapun dalam pe.ne.litian ini sumbe .r data prime .r di dapat me .lalui 

informasi atau re .sponde .nsi se .se.orang yang me.njadi subje.k pe.ne.litian yaitu 

pemilik lapak dan penyewa lapak. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumbe.r data se .kunde.r me.rupakan data yang dipe .role.h me.lalui 

pe.ngumpulan atau pe .nge.lolahan data yang be .rsifat studi dokume.ntasi 

be.rupa pe.ne.laah te.rhadap dokume .n pribadi, re .smi ke.le.mbagaan, re .fe.re.nsi-

re.fe.re.nsi atau pe.raturan (lite.ratur laporan, tulisan dan lain-lain) yang 

me.miliki re.le.vansi de.ngan fokus pe.rmasalahan pe.ne.litian.41 Dalam 

pe.ne.litian ini pe .ne.liti me.pe.role.h sumbe.r data se .kunde.r dari buku-buku, 

jurnal, artike.l dan lain se .bagainya yang be .rkaitan de.ngan pe.ne.litian yang 

dite.liti. 

                                                           

40 Azharsyah Ibrahim, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam, (Aceh: Ar-

Raniry Press, 2021) Cet.1, h. 245-246. 

41 Ibid. 
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3. Sumber Data Tersier  

Sumbe.r data te .rsie.r adalah sumbe .r data yang be .rsifat umum namun 

me.ndukung dan me.mpe.rkaya data prime.r dan se .kunde.r, se .pe.rti kamus, 

e.nsiklope.dia dan lain se .bagainya.42 Dalam pe.ne.litian ini pe .ne.liti 

me.mpe.role.h data dari kamus, te.rje.mah dan lain se .bagainya yang be .rkaitan 

de.ngan pe.ne.litian. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Obse.rvasi adalah salah satu cara me .ngumpulkan me.ngumpulkan 

data de.ngan me.mpe.lajari dan me .mahami tingkah laku se .cara langsung.43 

Adapun pe.ne.litian ini me .makai obse .rvasi non partisipan, pe .ne.liti akan 

me.ne.laah dan me.ne.liti se .cara langsung lokasi pe.ne.litian. 

2. Interview (Wawancara). 

Inte.rviw me.rupakan te.knik pe.ngumpulan data me .lalui pe.ngajuan 

se.jumlah pe.rtanyaan se .cara lisan ke .pada subje.k yang di wawancarai.44 

Dalam pe.ne.litian ini pe .ne.liti me.lakukan inte.rviw ke.pada pe .milik lapak 

dan pe.nye.wa lapak di Ke .lurahan Tangke.rang Timur. 

 

 

                                                           

42 Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, (Medan: CV. Manhaji, 2016) Cet.1, 

h.177. 

43 Fenti Hikmawati,  Metodologi Penelitian, (Depok: Rajawali Press, 2020) Cet.4, h. 81. 

44 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) 

Cet.1, h.75. 
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3. Dokumentasi 

Dokume.ntasi me.rupakan te.knik pe.ngumpulan data pe .ne.litian 

me.lalui pe.ne.laahan sumbe .r te .rtulis se.pe.rti buku, laporan, notule .n rapat, 

catatan harian dan lain se .bagainya me.muat data dan informasi yang 

dibutuhkan pe.ne.liti.45 

4. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur 

literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul. 

 

H. Metode Analisa Data 

Analisa data me.rupakan suatu upaya dalam me.nguraikan suatu 

masalah atau fokus kajian me .njadi bagian-bagian se.hingga susunan dan 

tatanan be .ntuk se.suatu yang diurai te.rse.but tampak de.ngan je .las te.rlihat dan 

mudah dice .rna atau ditangkap maknanya.46 

Analisis data kualitatif me.nggunakan pola induktif, yaitu dimulai dari 

te.muan-te.muan ke.cil yang me .miliki ke.samaan, ke.mudian disimpulkan 

me.njadi te.muan umum yang dapat di ge .ne.ralisasikan.47 Me.tode . analisis yang 

digunakan dalam pe .ne.litian ini adalah me .tode. analisis kualitatif, yaitu data 

yang dipe.role.h dari hasil pe .ne.litian se .wa lapak di ke.lurahan tangke .rang timur 

                                                           

45  Rifa‟i Abubakar,  Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021) 

Cet.1, h. 114. 

46 Helaluddin, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik, (Makassar: Sekolah Tinggi Theology Jaffray, 2019) Cet.1, h.99. 

47 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitiann Dasar Untuk Penulisan Tugas Akhir di 

Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023), h. 224. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Be.rdasarkan hasil pe .ne.litian yang te.lah pe.nulis lakukan, maka dapat 

ditarik ke.simpulan se.bagai be.rikut: 

1. Adanya faktor wilayah yang strate .gis me.mbuat banyak minat pe .nye.wa 

lapak kare.na suasana dae.rah yang ramai me.mbuat dagangan ce .pat laris 

dan hasil dari jualan pe .nye.wa lapak dapat me.mbuat pe .ningkatan 

pe.re.komian pada masyarakat se .kitar yang tinggal di se .kitar lapak itu. 

2. Pe.laksanaan praktik se .wa me.nye.wa lapak di jalan bukit barisan ke .lurahan 

tangke.rang timur te .rle.bih dahulu me.lakukan pe.rjanjian se .cara lisan 

se.hingga hal ini me .mbuat hak dan ke .wajiban bagi pe.nye .wa lapak tidak 

dapat dirangkum untuk me .njadi ke.kuatan hukum. se .te.lah ke.dua be.lah 

pihak se.pakat prose.s se .lanjutnya pe.mbayaran uang se .wa lapak, namun 

pada praktiknya ada be .be.rapa tambahan biaya pe .mbayaran lapak yang 

te.rjadi ke.pada pe.nye.wa lapak yang me.mbayar biaya lapak nya pe .rhari 

yang pada awalnya tidak dibe .ritahu se .hingga pe.dagang tidak bisa prote .s 

kare.na sudah te.rjadi. 

3. Me.nurut tinjauan fiqh muamalah bahwa pe .laksanaan se .wa me.nye .wa lapak 

di pinggir jalan bukit barisan ke.lurahan tangke.rang timur be .lum se .suai 

de.ngan syariat islam, be .lum se .suai de.ngan fiqh muamalah kare .na rukun 

dan syarat  dike .tahui tidak dite.rapkan ole.h pe.milik lapak  se .hingga adanya  

pe.nambahan biaya pe .mbayaran pe .rhari ke.pada penyewa lapak yang sistem 
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pembayaran harian secara sepihak di luar sepengetahuan penyewa lapak 

yang menyebabkan tidak sah nya akad tersebut serta timbulnya gharar atau 

penipuan di lapak jalan bukit barisan Rt/001 Rw/005 kelurahan tangkerang 

timur. 

 

B. Saran 

Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lapak di 

pinggir jalan bukit barisan keluarahan tangkerang timur, penulis menyarankan 

agarkepada semua pihak agar tetap memperhatikan aturan-aturan serta prinsip 

dalam bermuamlah terutama transaksi sewa menyewa. Agar tidak melanggar 

ketentuan hukum serta melaksanakan kewajiban dan memenuhi akad yang 

telah disepakati antara kedua belah pihak. Serta untuk penelitian selanjutnya 

dapat memperdalami faktor-faktor yang dapat menyebabkan riba berkaitan 

dengan akad sewa menyewa. 
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